
KESEPAKATAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 
DALAM MENERAPKAN BOARD MANUAL 

BOARD MANUAL ini merupakan salah satu Soft Structure Good Corporate Governance, 
sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) 
yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan. 

BOARD MANUAL yang merupakan kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris 
bertujuan: 

1. Menjadi Rujukan / Pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing 
organ, 

2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ, 
3. Menerapkan asas-asas GCG yakni, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, dan fairness (kewajaran). 

Dengan berlakunya BOARD MANUAL ini dalam hubungan kerja antar 2 (dua) organ 
perseroan, diharapkan kegiatan usaha perseroan dapat dilaksanakan secara harmonis 
dengan asas-asas Good Corporate Governance dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi 
perusahaan yang telah ditetapkan. 

Jakarta, 16 Desember 2018 

PT SARINAH ( PERSERO ) 

i 



Daftar Isi 

Bab I Pendahuluan 1 

1.1 Maksud dan Tujuan 1 

1.2 Ruang Lingkup 1 

1.3 Referensi 1 

Bab II Komisaris 3 

2.1 Tugas, Wewenang & Kewajiban Komisaris 3 

2.2 Pembagian Kerja Komisaris 5 

2.3 Rapat Komisaris 5 

2.3.1 Pengertian 5 

2.3.2 Pelaksanaan Rapat Komisaris 5 

2.4 Organ Pendukung Komisaris 6 

2.4.1. Komite Audit 6 

2.4.2.Sekretariat Komisaris 7 

Bab III Direksi 9 

3.1 Tugas, Wewenang & Kewajiban Direksi 9 

3.2 Susunan Dan Pembagian Kerja Direksi 11 

3.2.1 Direktur Utama 11 

3.2.2 Direktur Ritel 18 

3.2.3 Direktur Trading & Property 24 

3.2.4 Direktur Keuangan & Administrasi 30 

3.3 Rapat Direksi 36 

3.3.1 Pelaksanaan rapat 36 

3.3.2 Undangan rapat 36 

3.3.3 Kesegeraan Pengambilan Keputusan Direksi 36 

3.4 Organ Pendukung 36 

3.4.1 Sekretariat Perusahaan 36 

3.4.2 Satuan Pengawasan Internal 37 



Bab IV Tata Laksana Hubungan Kerja Komisaris Dan Direksi 38 

4.1 Pertemuan Formal 38 

4.1.1 Kehadiran Direksi dalam rapat Komisaris 38 

4.1.2 Kehadiran Komisaris dalam rapat Direksi 38 

4.1.3 Penyelenggaraan rapat gabungan Komisaris Direksi 40 

4.1.4 Program pengenalan perseroan kepada pejabat 

baru pada organ Perseroan 40 

4.2 Pertemuan Informal 41 

4.3 Komunikasi Formal 41 

4.3.1 Pelaporan Berkala 41 

4.3.2 Pelaporan Khusus 42 

4.3.3 Surat Menyurat 43 

4.4 Komunikasi Informal 44 

Bab V Kegiatan Antar Organ Perseroan 45 

5.1 Penyelenggaran RUPS 45 

5.1.1 Penyelenggaraan RUPSTahunan Dalam Rangka 

Pengesahan RKAP 46 

5.1.2 Penyelenggaraan RUPSTahunan Dalam Rangka Pengesahan 

Laporan Tahunan 47 

5.1.3 Penyelenggaraan RUPSTahunan Dalam Rangka 

Pengesahan RJPP 48 

5.1.4 Penyelenggaraan RUPSTahunan Dalam Rangka Penunjukan 

Kantor Akuntan Publik (KAP) 49 

5.1.5 Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Dalam Rangka 

Menyetujui Perbuatan Hukum Direksi 50 

5.2 Perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis 

Komisaris 52 

5.3 Kewenangan Komisaris 53 

5.3.1 Penetapan batasan-batasan nilai dari perbuatan hukum 

Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Komisaris 53 

iii 



5.3.2 Penunjukan Direksi atau seseorang untuk mewakili 

Perseroan apabila terjadi Jabatan anggota Direksi 

lowong 53 

5.3.3 Memberhentian sementara seorang/lebih anggota 

Direksi 54 

5.3.4 Menunjuk Pihak Lain untuk Mewakili Perusahaan Dalam 

Hal Terjadi Benturan Kepentingan Perseroan dengan 

Kepentingan Semua Anggota Direksi 55 

iv 



Bab i Pendahuluan 

1.1 Maksud dan Tujuan 

Board Manual adalah naskah yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang 

berkenaan dengan struktur organ Direksi dan organ Komisaris serta proses 

hubungan fungsi organ Direksi, organ Komisaris dan antara kedua organ Perseroan 

tersebut. 

Board Manual ini merupakan salah satu soft structure Good Corporate Governance 

(selanjutnya disingkat GCG), sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola 

Perusahaan (Code of Corporate Governance) yang mengacu pada Anggaran Dasar 

Perseroan. 

Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan antara Direksi dan Dewan 

Komisaris bertujuan: 

1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing 

organ; 

2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ; 

3. Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, dan fairness (kewajaran). 

1.2 Ruang Lingkup 

Board Manual ini berlaku bagi pelaksanaan hubungan kerja antar organ Komisaris 

dan organ Direksi di lingkungan PT. Sarinah (Persero) dengan mengacu pada 

ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) dan/atau 

ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

1.3 Referensi 

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 

3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, 

Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; 
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Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep- 117/M-MBU/2002 

tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik 

Negara; 

Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero); 



Bab II Komisaris 

2.1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisaris 

Tugas Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengurus Perseroan yang 

dilakukan oleh Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 

(selanjutnya disingkat RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran-Perusahaan (selanjutnya 

disingkat RKAP) serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Rapat Umum 

Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku \ 

Agar Komisaris dapat melaksanakan tugasnya, Komisaris berhak untuk: 

a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas 

untuk keperluan verifikasi dan Iain-Iain surat berharga dan memeriksa kekayaan 

Perseroan; 

b. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan; 

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala 

persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; 

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh 

Direksi; 

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan 

sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komisaris; 

f. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-

hal yangdibicarakan; 

g. Serta, Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan 

untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka 

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi 

menyebabkan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat 

alasan mendesak bagi Perseroan^. 

' AD Pasal 15 ayat 1 
^ AD Pasal 15 ayat 2 a7 
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Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada 

yang bersangkutan dan Pemegang Saham disertai alasan yang menyebabkan 

tindakan tersebut. 

Dalam hal Jabatan Direksi lowong dan penggantinya belum ada atau belum 

memangku jabatannya, maka Komisaris berwenang menunjuk salah seorang anggota 

Direksi lainnya untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut 

dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dan menunjuk pihak lain untuk 

mewakili perusahaan dalam hal terjadi benturan kepentingan Perseroan dengan 

kepentingan semua anggota Direksi ^ 

Dalam melakukan pengawasan atas pengurus Perseroan, Komisaris berkewajiban: 

1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya'*; 

2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau 

keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lainnya^; 

3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama 

tahun buku yang baru lampau kepada RUPŜ ; 

4. Menetapkan batasan-batasan nilai perbuatan hukum Direksi^. menetapkan 

keputusan batasan-batasan nilai dari perbuatan hukum Direksi yang memerlukan 

persetujuan tertulis Komisaris; 

5. Memberikan putusan terhadap usulan perbuatan hukum Direksi yang 

memerlukan persetujuan tertulis ^ 

6. Memberikan Tanggapan Tertulis 

Memberikan tanggapan tertulis untuk memberikan pendapat dan saran kepada 

RUPS atas usulan perbuatan hukum yang akan dilaksanakan oleh Direksi yang 

diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan^; 

7. Memberikan Nasehat/Pendapat dan Saran 

AD Pasal 10 ayat 12 
" UU 40/2007 Pasal 116 huruf a dan AD Pasal 16 ayat (5) 
^ UU 40/2007 Pasal 116 huruf b 
^ UU 40/2007 Pasal 116 huruf c 

AD Pasal 11 ayat 8 huruf a, b, c, d, e, f dan g 
* AD Pasal 11 ayat 8 dan ayat 10 
' A D Pasal 11 ayat 10 

AD Pasal 15 ayat 3 huruf b 

4 



Memberikan nasehat kepada Direksi ataupun memberikan pendapat atau saran 

kepada RUPS atas penyusunan dan pelaksanaan RKAP yang merupakan 

penjabaran tahunan dari RJPP untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran 

Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham, dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Komisaris wajib membentuk Komite Audit 

dan dapat membentuk komite lainnya 

2.2 Pembagian Kerja Komisaris 

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Komisaris wajib membentuk Komite Audit 

dan dapat membentuk komite lainnya yang ditetapkan oleh Menteri^\ Jika dianggap 

perlu, dalam melaksanakan tugasnya Komisaris dapat memperoleh bantuan tenaga 

ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban Perseroan^^. 

Pembagian kerja di antara para anggota Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan 

untuk kelancaran tugasnya Komisaris atas beban Perseroan 

2.3 Rapat Komisaris 

2.3.1. Pengertian 

Rapat Komisaris adalah rapat yang dilaksanakan oleh Komisaris yang berkenaan 

dengan tugas dan fungsinya paling sedikit setiap bulan sekali 

2.3.2. Pelaksanaan Rapat Komisaris 

Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh 

Komisaris Utama atau atas usul lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota 

Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang memiliki jumlah 

saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan^^. Rapat 

Komisaris dihadiri oleh anggota Komisaris dan dibantu oleh Sekretaris Komisaris 

untuk melakukan pencatatan risalah rapat. Apabila dipandang perlu Rapat Komisaris 

" UU 40/2007 Pasal 121 dan UU 19/2003 Pasal 70 ayat (1) s.d (4) 
AD Pasal 15 ayat 2a dan PP 45 

" AD Pasal 14 ayat 24 
"* AD Pasal 16 ayat 8 
" AD Pasal 16 ayat 12 
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dapat diperluas dengan mengundang anggota Direksi, Sekretaris Perseroan, Komite-

komite atau undangan lainnya. 

2.4 Organ Pendukung Komisaris 

2.4.1. Komite Audit 

Komite Audit membantu Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan 

perusahaan yang baik sesuai dengan asas-asas GCG. Dalam melaksanakan tugasnya 

Komite Audit bersifat mandiri, serta bertanggung jawab langsung kepada Komisaris. 

Komite Audit memastikan bahwa : 

1. Laporan keuangan serta informasi lainnya yang diberikan oleh perusahaan 

kepada pihak terkait dan publik, telah disajikan secara transparan, handal, dapat 

dipercaya dan tepat waktu; 

2. Perusahaan telah memiliki pengendalian intern memadai yang dapat melindungi 

kekayaan miliknya; 

3. Perusahaan bekerja secara efektif dan efisien serta mematuhi peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Komite Audit berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas 

pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi/ Manajemen perusahaan antara 

lain dengan: 

1. Melakukan penilaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta hasil audit 

yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern 

sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi 

standar. 

2. Memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen 

perusahaan serta pelaksanaannya. 

3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap 

informasi yang dikeluarkan perusahaan termasuk laporan keuangan berkala, 

proyeksi/forecast dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada 

pemegang saham. 

4. Identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris. 
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5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris sepanjang masih dalam 

lingkup tugas dan kewajiban Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Selain hal tersebut di atas, berdasarkan kesepakatan pembagian kerja Komisaris, 

Komite Audit membantu Komisaris untuk hal-hal yang berkaitan dengan: 

1. Laporan Keuangan Perseroan; 

2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan/Rencana Kerja dan Anggaran Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan; 

3. Audit Keuangan Perseroan; 

4. Pengaduan Masyarakat; 

5. Hutang Perseroan; 

6. Piutang Perseroan; 

7. Kinerja Anak Perusahaan; 

8. Penghapusan dan Pelepasan Aset; 

9. Pembelian/Pelepasan Surat Berharga, ikut serta dalam Partisipasi (Participating 

Interest) dan lain lain; 

Penjelasan lebih lanjut tentang Komite Audit dapat dilihat pada naskah Piagam 

Komite Audit PT. Sarinah (Persero). 

2.4.2 Sekretariat Komisaris 

Sekretariat Komisaris dibentuk dan bertanggung jawab kepada Komisaris. Komisaris 

dapat mengangkat seorang Sekretaris Komisaris guna membantu Komisaris di bidang 

kegiatan kesekretariatan antara lain: 

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan 

Komisariat; 

2. Menyelenggarakan Rapat Komisaris dan rapat/pertemuan antara Komisaris 

dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait (stakeholder) 

lainnya; 

3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Komisaris dan Komite-Komite 

di lingkungan Komisariat yang berkaitan dengan: 
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• Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Komisaris; 

• Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/ kegiatan Direksi 

dalam mengelola Perseroan; 

• Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus 

mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dan Komisaris sehubungan 

dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. 

4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-komite di lingkungan 

Komisariat dan Tenaga Ahli Komisaris untuk keperluan Komisaris. 
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Bab III Direksi 

3.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi 

Tugas pokok Direksi adalah: 

1. Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai untuk kepentingan dan tujuan 

Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, serta 

mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan 

2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan 

3. Direksi bertindak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan serta 

melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun 

mengenai pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan 

pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-

pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 8 dan ayat 10 dalam pasal ini 

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Direksi secara kolegial melalui Rapat 

Direksi berwenang untuk: 

1. Menetapkan visi, misi dan strategi perseroan. 

2. Menetapkan kebijakan dasar strategi korporat, keuangan, organisasi dan SDM 

serta sistem teknologi informasi dan komunikasi perusahaan (enterprise ICT 

systems). 

3. Mengajukan usulan pengelolaan perseroan yang memerlukan persetujuan 

Komisaris dan/atau memerlukan tanggapan tertulis Komisaris dan 

4. Persetujuan RUPS serta melaksanakannya sesuai ketentuan yang diatur dalam 

Anggaran Dasar, Persetujuan Komisaris serta Keputusan RUPS 

5. Mengupayakan tercapainya sasaran indikator aspek keuangan, aspek 

operasional dan aspek administrasi yang digunakan sebagai dasar penilaian 

tingkat kesehatan perseroan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam 

RUPS persetujuan RKAP. 

AD Pasal 11 ayat 2 
" AD Pasal 11 ayat 1 dan UU No.40/2007 Pasal 98 ayat 1 

AD Pasal 11 ayat 2 
" AD Pasal 11 ayat 1 
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6. Menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja perseroan, Direktorat, Unit 

operasi dan unit usaha melalui mekanisme organisasi perseroan serta sasaran 

kinerja serta evaluasi kinerja anak perusahaan termasuk rencana strategis dan 

kebijakan dividen anak perusahaan melalui mekanisme organ anak perusahaan 

sesuai ketentuan yang berlaku bagi anak perusahaan. 

7. Menetapkan usulan dan perubahan RJPP dan RKAP sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

8. Menetapkan persetujuan proyek investasi sesuai kewenangan Direksi, 

memantau dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaannya. 

9. Menetapkan kegiatan kerjasama atau kontrak dengan nilai kontrak atau 

penggunaan/perolehan aset yang melebihi kewenangan Direktur seperti yang 

diatur dalam kebijakan keuangan. 

10. Menetapkan kebijakan keuangan yang secara periodik pertu ditinjau oleh 

Direksi misalnya Cash Management, Expenditure Authority dan Payment 

Authority. 

11. Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat perseroan sampai 

jenjang tertentu yang di atur melalui ketetapan Direksi. 
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3.2. Susunan dan Pembagian Kerja Direksi 

3.2.1 Direktur Utama 

TUJUAN JABATAN 

Pemangku jabatan, bertanggung jawab atas terselenggaranya seluruh kegiatan 

Perseroan serta pengembangan usaha berdasarkan Anggaran Dasar yang tertera dalam 

akta pendirian perusahaan dengan berpegang teguh pada azas - azas profesionalisme 

dan efisiensi dan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) yakni keadiian, 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kemandirian, serta bertanggung 

jawab atas tercapainya sasaran-sasaran perusahaan baik secara kualitatif dan 

kuantitatif sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham dan 

Komisaris. Dalam menjalankan tugas - tugasnya pemangku jabatan wajib selalu menjaga 

hubungan yang harmonis dan profesional dengan stakeholder. 

TUGAS UMUM : 

1. Memimpin dan mengurus Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan 

bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. 

2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 

3. Bertanggung jawab penuh serta wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian 

secara penuh dalam melaksanakan tugas, kewajiban dalam mencapai maksud dan 

tujuan Perseroan. 

4. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang - undangan serta 

wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, 

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. 

5. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk 

kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang -

undangan yang berlaku. 

6. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai menjalankan 

tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. 

7. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan 

dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilihan serta 
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mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan dengan 

pembatasan - pembatasan yang ditetapkan dalam ayat-ayat 11.8,11.9,11.10 dan 

11.11 Anggaran Dasar PT Sarinah ( Persero ) 

8. Mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka 

waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha dengan pihak lain. 

9. Menetapkan, menyesuaikan struktur organisasi dan mengusulkannya kepada Dewan 

Komisaris. 

10. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan. 

11. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili 

Perseroan dengan ketentuan semua tindakan dimaksud telah disetujui dalam Rapat 

Direksi. 

12. Untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat 

seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya 

atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu yang diatur dalam surat 

kuasa. 

13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang 

Saham untuk dilimpahkan kepada Komisaris. 

14. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk 

penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para 

pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

15. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan 

kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

16. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di 

luar Pengadilan, maupun untuk kepentingan lain kepada seseorang atau beberapa 

orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang atau 

beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada 

orang atau badan lain. 

17. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun 

pemilikan, sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar 

ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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18. Memelihara Risalah Rapat serta menjamin bahwa pembukuan Perseroan sesuai 

dengan kelaziman yang berlaku bagi satu Perseroan. 

19. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan 

berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dan pengendalian intern, terutama fungsi 

pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. 

20. Memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan 

jalannya perseroan berupa laporan tahunan temasuk perhitungan tahunan kepada 

Rapat Umum Pemegang Saham. 

21. Memberikan laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Komisaris 

maupun Pemegang Saham. 

22. Menyiapkan dan menetapkan Struktur Organisasi Perseroan lengkap dengan 

perincian tugasnya. 

23. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang 

Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

TUGAS KHUSUS 

1. Melakukan pengembangan usaha serta menjalin kemitraan usaha dengan pihak lain 

baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

2. Melaksanakan tugas-tugas yang diminta oleh Pemegang Saham ataupun Dewan 

Komisaris yang terkait erat dengan bidang usaha yang ditekuni atau tugas-tugas yang 

terkait dengan program-program ekonomi Pemerintah. 

3. Menghadiri pertemuan, konggres, konferensi, workshop, seminar dan pameran-

pameran yang diselenggarakan di dalam dan di luar negeri yang terkait dan 

berhubungan dengan bidang usaha perseroan. 

4. Membangun dan menegakkan citra perusahaan (Corporate Image), serta 

meningkatkan nilai perusahaan (Company Value). 

5. Memeriksa langsung dan memonitor laporan keuangan dan kinerja seluruh Unit 

usaha Perusahaan. 

6. Melakukan pembinaan Staf (SDM) guna menyiapkan kader SDM perseroan yang 

profesional. 
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7. Membangun budaya perusahaan (Corporate Culture) yang mencerminkan citra 

perusahaan. 

WEWENANG 
UMUM 

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diberi wewenang dengan 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Komisaris untuk: 

1. Menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain. 

2. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 

3. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit 

jangka pendek. 

4. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang 

lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun. 

5. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu yang 

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 

6. Menghapuskan persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang 

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 

7. Mengadakan kerjasama operasi yang tidak dalam bidang usahanya yang berlaku 

untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha. 

8. Mengadakan kontrak manajemen yang tidak bersifat operasional untuk jangka waktu 

tidak lebih dari 1 (satu) tahun. 

9. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi pengurusan Perseroan. 

Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat 

persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan tersebut diberikan 

setelah mendapat rekomendasi dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang 

berlaku yaitu : 

1. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan 

lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru. 

2. Melepaskan sebagian dalam persen atau nilai tertentu yang ditetapkan dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham atau seluruhnya penyertaan modal Perseroan dalam 

perseroan atau badan-badan lain. 
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3. Menerima dan atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang. 

4. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional/melebihi 

jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 

5. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang 

lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun. 

6. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak atau mengagunkan 

aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang. 

7. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama 

operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate, 

and Owned/BOO) dan perjanjian-perjanjian yang mempunyai dampak keuangan bagi 

perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) 

siklus usaha. 

8. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai implikasi 

keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

9. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet serta 

menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan 

oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 

10. Mencalonkan anggota Direksi dan atau Komisaris yang mewakili Perseroan pada 

perusahaan patungan dan atau anak perusahaan. 

KHUSUS 

1. Memberikan persetujuan atau penolakan dengan argumentasi yang jelas, atas 

kebijakan operasional tertentu dan khusus yang diusulkan oleh anggota Direksi 

lainnya. 

2. Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dan operasional dalam bidang 

Pengembangan Perusahaan dan Internal Kontrol di perusahaan. 

3. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan 

ketentuan semua tindakan yang diputuskan dan dilakukan telah disetujui dalam 

Rapat Direksi. 

4. Berwenang untuk menunjuk salah seorang Direktur untuk bertindak atas nama 

Direksi, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun. 
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5. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan sebagaimana point 4 diatas, 

maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Komisaris berwenang bertindak atas 

nama Direksi. 

6. Dalam hal Direktur Utama dan Komisaris tidak melakukan penunjukan, maka salah 

seorang Direktur yang tertua dalam jabatan atau tertua dalam usia yang berwenang 

bertindak atas nama Direksi. 

7. Dalam keadaan kritis/khusus dapat menunjuk Caretaker (Pejabat Pengganti) Kepala 

Divisi dan Wakil Kepala Divisi bila terjadi kekosongan pada jabatan tersebut. 

TANGGUNG JAWAB 
UMUM 

1. Sebagai anggota Direksi wajib dengan iktikad baik, keikhlasan dan penuh tanggung 

jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseoan. 

2. Sebagai anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang 

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan 

usaha Perseroan. 

3. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran 

Tahunan Perseroan, termasuk rencana Pengembangan perseroan dan rencana-

rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan 

Perseroan dengan tetap mengusulkannya kepada Komisaris dan Pemegang Saham 

yang selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna 

mendapatkan pengesahan. 

4. Memberikan pertanggung-jawaban serta segala keterangan tentang keadaan dan 

jalannya Perseroan berupa laporan Tahunan termasuk Kinerja Perusahaan kepada 

Rapat Umum Pemegang Saham. 

KHUSUS 

1. Bertanggung jawab penuh atas segala keputusan yang telah diputuskan pada Rapat 

Direksi/Board of Directors. 

2. Seluruh kebijakan pengurusan perseroan harus ditetapkan dalam Rapat 

Direksi/Board of Directors. 

3. Bertanggung jawab atas terselenggaranya GOOD CORPORATE GOVERNANCE di 

lingkungan perusahaan. 
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4. Melakukan koreksi kepada anggota Board of Directors bila terjadi penyimpangan dari 

prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE. 

5. Segala tindakan yang dilakukan di luar yang diputuskan dalam Rapat Direksi/Board 

of Directors menjadi tanggung jawab pribadi sampai dengan tindakan dimaksud 

disetujui dalam Rapat Direksi. 

UKURAN KEBERHASILAN 
UMUM 

1. Mencapai sasaran perseroan yang telah ditentukan oleh Pemegang Saham melalui 

Kontrak Manajemen, dengan mengacu kepada tolok ukur Tingkat Kesehatan 

Keuangan perusahaan berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-

lOO/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. 

2. Melaksanakan dan berusaha mencapai KPI (Key Performance Indicators) yang 

ditetapkan oleh Pemegang Saham. 

3. Hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dinyatakan WTS/Wajar Tanpa Syarat 

(Unqualified Opinion). 

4. Mencapai target/sasaran usaha untuk tahun yang bersangkutan sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan seperti pencapaian 

pendapatan usaha, tingkat perolehan laba usaha dan hasil investasi. 

KHUSUS 

1. Mencapai sasaran pekerjaan yang ditugaskan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang 

Saham. 

2. Mencapai sasaran pekerjaan yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris. 
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3.2.2 Direktur Ritel 

Tujuan Jabatan 

Pemangku jabatan bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Operasional 

khususnya di bidang Ritel berdasarkan atas Anggaran Dasar yang tertera dalam akta 

pendirian perusahaan dengan berpegang teguh pada azas-azas GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE (GCG) yakni keadiian , transparansi, akuntabilitas, dan tanggungjawab 

serta tercapainya sasaran-saran perusahaan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang 

telah ditentukan oleh Pemegang Saham dan Komisaris. 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya pemangku jabatan akan menjaga hubungan yang 

harmonis dan professional dengan stake holders. 

TUGAS UMUM 

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan 

senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan ; 

2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; 

3. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan 

dalam mencapai maksud dan tujuannya; 

4. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk 

kepentingan dan usaha Perseroan; 

5. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan; 

6. Mewakili Perseroan di dalam dan luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan dan 

perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilihan serta mengikat 

Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan -

pembatasan yang ditetapkan dalam ayat-ayat 11.8, 11.9, 11.10 dan 11.11 Anggaran 

Dasar PT Sarinah (Persero); 

7. Mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka 

waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha dengan pihak lain; 

8. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi Direktorat Ritel; 

9. Menetapkan kebijaksanaan dalam pemimpin dan mengurus Direktorat Ritel; 
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10. Bersama-sama anggota-anggota Direksi lainnya mengatur ketentuan-ketentuan tentang 

kepegawaian Direktorat Ritel termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua 

dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; 

11. Mengusulkan kepada Dewan Direksi untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai 

Direktorat Ritel berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

12. Dengan persetujuan Direksi mengatur penyerahan kekuasaan Direktur Ritel untuk 

mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa 

orang anggota Divisi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang ataupun badan 

lain; 

13. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang 

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

14. Memberikan pertanggung-jawaban dan segala ketentuan kegiatan strategik dan 

operasional seluruh kegiatan usaha Perseroan yang di bawah wewenangnya; 

15. Memberikan pertanggung-jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan 

jalannya kegiatan Direktorat Ritel berupa laporan tahunan termasuk perhitungan 

tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 

16. Memberikan laporan kegiatan Direktorat Ritel berkala lainnya menurut cara dan waktu 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh 

Direktur Utama; 

17. Menyiapkan susunan organisasi Direktorat Ritel dan Pemasaran lengkap dengan 

perincian tugasnya; 

18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

TUGAS KHUSUS 

1. Melakukan pengembangan dan kelangsungan kegiatan operasional Ritel perusahaan 

dengan menjalin kemitraan baik dari dalam negeri dan luar negeri; 
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2. Melaksanakan tugas-tugas yang diminta oleh pemegang saham, Dewan Komisaris 

ataupun Direktur Utama yang terkait erat dengan bidang usaha yang ditekuni atau 

tugas-tugas yang terkait dengan program-program ekonomi Pemerintah; 

3. Menghadiri pertemuan, konggres, konvensi. Workshop dan seminar yang 

diselenggarakan di dalam dan luar negeri yang berhubungan dengan bidang usaha ritel; 

4. Menyusun rencana strategik operasional dan pemasaran ritel setiap tahun; 

5. Menentukan target pendapatan dan laba seluruh outlet di Divisi Ritel berdasarkan 

rencana jangka panjang korporasi; 

6. Mengendalikan jalannya kegiatan operasiona ritel; 

7. Menyusun, menetapkan dan memberlakukan kebijakan operasional ritel; 

8. Melakukan koordinasi dengan seluruh kepala Divisi dalam penyusunan business plan 

9. Mengarahkan Divisi Ritel dalam upaya mencapai target-target pendapatan dan laba 

yang harus diperoleh; 

10. Melaporkan hasil-hasil kegiatan operasional dan pemasaran ritel secara berkala kepada 

Direktur Utama; 

11. Melakukan tindakan koreksi pada kegiatan ritel apabila terjadi deviasi pada target dan 

laba; 

12. Menggalakkan program efisiensi untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan; 

13. Membangun dan membina SDM dalam lingkungan Direktorat Ritel; 

14. Membangun citra perusahaan melalui pelayanan dengan motto, Smilling, Welcoming, 

Friendly. 

WEWENANG 

UMUM 

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diberi wewenang dengan 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Komisaris untuk: 

1. Menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain; 

2. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; 

3. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit 

jangka pendek; 
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4. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim 

berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan 

menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu 

yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; 

5. Mengadakan kerja sama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka 

waktu tidak lebih dari l(satu) tahun atau (satu) siklus usaha; 

6. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi Perseroan. 

Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat 

persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan tersebut diberikan setelah 

mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang 

berlaku, yaitu: 

1. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta menempatkan saham 

dalam perseroan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru; 

2. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan modal Perseroan dalam perseroan 

lain atau badan-badan lain; 

3. Menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, serta 

memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional/melebihi jumlah 

tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan 

ketentuan ayat 6 huruf b; 

4. Mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang 

dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 huruf c dan d serta ayat 7 pasal 11; 

5. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat 

keuangan yang tidak bersifat operasional melebihi suatu jumlah tertentu yang 

ditetapkan oleh rapat Umum Pemegang Saham; 

6. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan 

menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan 

oleh Rapat Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal 11; 

7. Direktur Ritel berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta 

mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Ritel tersebut telah 

disetujui dalam Rapat Direksi; 
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8. Dengan persetujuan Direksi, Direktur Ritel untuk perbuatan tertentu atas tanggung 

jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau 

kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk 

perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa; 

9. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan 

menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan 

oleh Rapat Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal 11; 

10. Mengagungkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit 

jangka pendek; 

11. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim 

berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan 

menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu 

yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; 

KHUSUS 

1. Memberikan persetujuan atas kebijakan operasional tertentu dan khusus yang 

diputuskan oleh anggota Direksi lainnya. 

2. Menetapkan kebijakan strategis dan operasional dalam bidang operasional ritel, 

pemasaran serta diversifikasi usaha lainnya; 

3. Menyusun kebijakan operasional untuk menjalankan usaha perusahaan; 

4. Mendelegasikan ke bawahan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif; 

TANGGUNG JAWAB 

UMUM 

1. Sebagai anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan; 

2. Sebagai anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang 

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha 

Perseroan; 

3. Memberikan pertanggung-jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan 

jalannya Perseroan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada 

Rapat Umum Pemegang Saham; 
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KHUSUS 

1. Bertanggung jawab atas tercapainya target-target pendapatan dan laba perusahaan; 

2. Bertanggung jawab terhadap peningkatan produktivitas, profitabilitas dan pangsa pasar 

dengan memperluas daerah jangkauan pemasaran dan peningkatan hasil ritel; 

3. Bertanggung jawab atas diversifikasi jenis usaha yang akan dioperasikan; 

UKURAN KEBERHASILAN 

UMUM 

1. Mencapai sasaran perseroan yang telah ditentukan oleh Pemegang Saham dengan 

mengacu kepada tolok ukur kesehatan keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

BUMN No. Kep-lOO/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 

BUMN; 

2. Melaksanakan dan berusaha mencapai KPI (Key Performance Indikator) yang telah 

ditetapkan oleh Pemegang Saham 

3. Hasil audit oleh auditor dan dinyatakan WTS; 

4. Mencapai sasaran bisnis untuk tahun yang bersangkutan seperti, productifity sales, 

volume bisnis, tingkat perolehan laba usaha, meningkatnya pangsa pasar dan hasil 

investasi serta kelancaran arus kas perusahaan; 

5. Mencapai sasaran pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan dan perundangan 

yang berlaku untuk BUMN. 

KHUSUS 

1. Mencapai sasaran pekerjaan yang ditugaskan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham; 

2. Mencapai sasaran pekerjaan yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris. 
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3.2.3. Direktur Trading dan Properti 

Tujuan Jabatan 

Pemangku jabatan bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Operasional 

khususnya di bidang Persewaan dan Perdagangan berdasarkan atas Anggaran Dasar yang 

tertera dalam akta pendirian perusahaan dengan berpegang teguh pada azas-azas GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE (GCG) yakni keadiian , transparansi, akuntabilitas, dan 

tanggungjawab serta tercapainya sasaran-saran perusahaan baik secara kualitatif dan 

kuantitatif yang telah ditentukan oleh Pemegang Saham dan Komisaris. 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya pemangku jabatan akan menjaga hubungan yang 

harmonis dan profesional dengan semua stake holder. 

TUGAS UMUM 

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan 

senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan ; 

2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan ; 

3. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan 

dalam mencapai maksud dan tujuannya; 

4. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk 

kepentingan dan usaha Perseroan; 

5. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan; 

6. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan 

dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat 

Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan 

- pembatasan yang ditetapkan dalam ayat-ayat 11.8, 11.9, 11.10 dan 11.11 Anggaran 

Dasar PT Sarinah (Persero); 

7. Mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka 

waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha dengan pihak lain; 

8. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi Direktorat Trading & Properti; 

9. Menetapkan kebijaksanaan dalam pemimpin dan mengurus Direktorat Trading dan 

Properti; 
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10. Bersama-sama anggota-anggota Direksi lainnya mengatur ketentuan-ketentuan tentang 

kepegawaian Direktorat Trading dan Properti termasuk penetapan gaji, pensiun atau 

jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham; 

11. Mengusulkan kepada Dewan Direksi untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai 

Direktorat Trading dan Properti berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

12. Dengan persetujuan Direksi mengatur penyerahan kekuasaan Direktur Trading dan 

Properti untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang 

atau beberapa orang anggota Divisi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang 

ataupun badan lain; 

13. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang 

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

14. Memberikan pertanggung-jawaban dan segala ketentuan kegiatan strategik dan 

operasional seluruh kegiatan usaha Perseroan yangdi bawah wewenangnya; 

15. Memberikan pertanggung-jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan 

jalannya kegiatan Direktorat Trading dan Properti berupa laporan tahunan termasuk 

perhitungan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 

16. Memberikan laporan kegiatan Direktorat Trading dan Properti berkala lainnya menurut 

cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali 

diminta oleh Direktur Utama; 

17. Menyiapkan susunan organisasi Direktorat Trading dan Properti lengkap dengan 

perincian tugasnya; 

18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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TUGAS KHUSUS 

1. Melakukan pengembangan dan kelangsungan kegiatan operasional Direktorat Trading 

dan Properti dengan menjalin kemitraan baik dari dalam negeri dan luar negeri; 

2. Melaksanakan tugas-tugas yang diminta oleh pemegang saham, Dewan Komisaris 

ataupun Direktur Utama yang terkait erat dengan bidang usaha yang ditekuni atau 

tugas-tugas yang terkait dengan program-program ekonomi Pemerintah; 

3. Menghadiri pertemuan, konggres, konvensi, workshop dan seminar yang 

diselenggarakan di dalam dan luar negeri yang berhubungan dengan bidang usaha 

Trading dan Properti; 

4. Menyusun rencana strategik operasional dan pemasaran Divisi Trading dan Divisi 

Properti setiap tahun; 

5. Menentukan target pendapatan dan laba di Divisi Trading dan Divisi Properti 

berdasarkan rencana jangka panjang korporasi; 

6. Mengendalikan jalannya kegiatan operasional Divisi Trading dan Divisi Properti; 

7. Menyusun, menetapkan dan memberlakukan kebijakan operasional Divisi Trading dan 

Divisi Properti; 

8. Melakukan koordinasi dengan seluruh kepala Divisi dalam penyusunan business plan 

9. Mengarahkan Divisi Trading dan Divisi Properti dalam upaya mencapai target-target 

pendapatan dan laba yang harus diperoleh; 

10. Melaporkan hasil-hasil kegiatan operasional dan pemasaran secara berkala kepada 

Direktur Utama; 

11. Melakukan tindakan koreksi pada kegiatan Divisi Trading dan Divisi Properti apabila 

terjadi deviasi pada target penjualan dan laba; 

12. Menggalakkan program efisiensi untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan; 

13. Menetapkan harga sewa ruangan gedung sendiri dan tarif-tarif lainnya berdasarkan 

keputusan Direksi agar mendatangkan keuntungan bagi perusahaan; 

14. Melakukan negosiasi harga sewa ruangan gedung dengan pihak lain; 

15. Membangun dan membina SDM dalam lingkungan Direktorat Trading dan Properti; 
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WEWENANG 

UMUM 

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diberi wewenang dengan 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Komisaris untuk: 

1. Menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain; 

2. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; 

3. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit 

jangka pendek; 

4. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim 

berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan 

menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu 

yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; 

5. Mengadakan kerja sama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka 

waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha; 

6. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi Perseroan. 

Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat 

persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan tersebut diberikan setelah 

mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang 

berlaku, yaitu: 

1. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta menempatkan saham 

dalam perseroan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru; 

2. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan modal Perseroan dalam perseroan 

lain atau badan-badan lain; 

3. Menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, serta 

memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional/melebihi jumlah 

tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan 

ketentuan ayat 6 huruf b; 

4. Mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang 

dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 huruf c dan d serta ayat 7 pasal 11; 
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5. Mengikat Perseroan sebagai penjamin {borg atau avalist) yang mempunyai akibat 

keuangan yang tidak bersifat operasional melebihi suatu jumlah tertentu yang 

ditetapkan oleh rapat Umum Pemegang Saham; 

6. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan 

menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan 

oleh Rapat Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal 11; 

7. Direktur Trading dan Properti berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama 

Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Trading 

dan Properti tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi; 

8. Dengan persetujuan Direksi, Direktur Trading dan Properti untuk perbuatan tertentu 

atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai 

wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan 

untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa; 

9. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan 

menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan 

oleh Rapat Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal 11; 

10. Mengagungkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit 

jangka pendek; 

11. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim 

berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan 

menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu 

yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; 

KHUSUS 

1. Memberikan persetujuan atas kebijakan operasional tertentu dan khusus yang 

diputuskan oleh anggota Direksi lainnya. 

2. Menetapkan kebijakan strategis dan operasional dalam bidang operasional Perdagangan 

& Persewaan Pemeliharaan serta diversifikasi usaha lainnya; 

3. Menyusun kebijakan operasional untuk menjalankan usaha perusahaan; 

4. Mendelegasikan ke bawahan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif; 
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